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Abstract: Policy Prevention of Homeless and Beggars. The purpose of this research is policy
prevention of homelessness and beggars in the City of Kuala Tungkal, West Tanjung Jabung
Regency, Jambi Province. This research uses qualitative descriptive research method approach.
Primary data obtained directly through interviews from key informen, namely the head of Social
Services, Social Rehabilitation and Social Security, Social Security, Gepeng. The secondary data
is obtained from the research document. Data analysis techniques begin by collecting data,
presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the policy of
prevention of homeless and beggars in the City of Kuala Tungkal has not been implemented
properly. Shortcomings in the implementation of the policy of prevention of homeless and beggars
at this time is still a lack of supervision conducted from the Social Service.
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Abstrak: Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Tujuan penelitian ini
adalah analisis kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode
penelitian deskriptif kualitatif. Data primer di peroleh langsung melalui wawancara dari key
informen, yaitu kepala dinas sosial, kabid rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial,
gepeng. Data skunder diperoleh dari dokumen penelitian. Teknik analisis data dimulai dengan
mengumpulkan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Kuala Tungkal belum
terlaksana dengan baik. Kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan gelandangan
dan pengemis pada saat ini adalah masih kurangnya pengawasan yang dilakukan dari pihak dinas
sosial.
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PENDAHULUAN

Gelandangan dan Pengemis secara
normal adalah suatu kehidupan manusia
yang seutuhnya termasuk masyarakat tidak
berdaya, lemah, terasing, kurang mendapat
tempat dalam tata pergaulan masyarakat
kelompok berpenyakit sosial. Sebagian be-
sar penentuan keputusan para gelandangan
dan pengemis tersebut untuk bekerja seba-
gai gelandangan dan pengemis berdalih ka-
rena faktor ekonomi yang berimpilakasi
terhadap standar kehidupan mereka, dan
aktivitas meng gelandangan dan pengemis
dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang
mudah dan gampang serta memiliki peng-
hasilan yang mampu menopang kebutuhan
hidup mereka. Selain itu, aktivitas meng-
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gelandang dan pengemis dilakukan tidak
lain karena minimnya keterampilan serta
pendidikan yang dimiliki. Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial membutuh-
kan perhatian, penanganan, pengurusan,
serta penanggulangan yang khusus, sehing-
ga mereka dapat memperoleh atau menik-
mati hak untuk bertahan hidup yang layak,
tidak diperlakukan diskriminatif, jaminan
sosial, dan pemberdayaan.

Kota Kuala Tungkal yang berkem-
bang pesat, jumlah penduduk Kota Kuala
Tungkal 71.178 jiwa dengan kepadatan 745
jiwa/km?® juga tidak terhindar dari problem
penanganan gelandangan dan pengemis.
Hingga kini permasalah gelandangan dan
pengemis masih belum teratasi dengan
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baik. Keberadaan gelandangan dan penge-
mis sedikit banyaknya akan mempengaruhi
citra Kuala Tungkal. Berdasarkan hasil dari
dinas sosial Kuala Tungkal, data gelanda-
ngan dan pengemis berjumlah 25 orang
yang telah terjaring oleh Dinas Sosial, se-
dangkan selain jumlah tersebut masih ba-
nyak gepeng yang tidak terdata oleh Dinas
Sosial, banyak laporan dari masyarakat me-
ngenai keberadaan gepeng di pasar-pasar di
sekitar kuala tungkal, selain itu ada juga
yang meminta-minta mengatasnamakan
panti jompo yang berasal dari luar daerah
lain atau provinsi lain, belum lagi di tam-
bah gepeng musiman yang tidak terhitung
jumlahnya. Dalam penanggulangan gelan-
dangan dan pengemis di Kota Kuala Tung-
kal di laksankan oleh bidang Kesejahteraan
Sosial, Dinas Sosial. Hingga saat ini belum
ada program yang efektif dalam penanggu-
langan gelandangan dan Pengemis di Kota
Kuala Tungkal. Berbagai modus aksi yang
dilakukan gelandangan dan pengemis di
Kota Kuala Tungkal diantaranya adalah,
diantarantanya dilokasi pelabuhan, di ter-
minal, di toko-toko atau lokasi publik area
lainnya. Selain itu ada juga jenis peminta-
minta yang menyebarkan Kotak infak yang
mengatasnamakan masjid, musholla, panti
asuhan, panti jompo, ataupun pembanguna
pesantren (yang legalitasnya belum terja-
min). Keberadaan mereka tidak hanya
mempengaruhi image Kota Kuala Tungkal,
terkadang juga bisa menimbulkan keresa-
han masyarakat (publik), bila aksi-aksi me-
reka di barengi kekerasan dan paksaan baik
fisik maupun fsikis.

Berbagai upaya sebenarnya telah di-
lakukan oleh pemerintah daerah untuk me-
nekan pertumbuhan gelendangan dan Pe-
ngemis, namun upaya tersebut belum mem-
berikan hasil yang maksimal. Diantaranya
adalah dengan dibuatnya peraturan daerah
No 5 Tahun 2005 Tentang ketertiban
umum, pada bab VII Tertib Sosial pasal 15
“setiap orang/badan dilarang meminta ban-
tuan atau sumbangan dengan cara dan ala-
san apapun, baik dilakukan sendiri ataupun
bersama-sama dijalan, angkutan umum,
rumah tempat tinggal, kantor dan tempat

umum lainnya tanpa izin tertulis dari Bu-
pati”. Dengan dibuatnya Perda tersebut di-
harapakan ketertiban sosial yang bertujuan
untuk mewujudkan Ketentraman Sosial se-
suai dengan norma-norma, nilai-nilai tata-
nan agama dan budaya yang berlaku. De-
ngan adanya perda tersebut di harapkan
masyarakat dan pemerintah dapat melaku-
kan kegiatan secara tertib. Dari Uraian dia-
tas dapat dipaparkan kebijakan, program,
kegiatan dalam rangka penanggulangan Ge-
landangan dan Pengemis ternyata belum
berhasil secara optimal. Hal ini dapat di-
buktikan dengan masih banyaknya Penge-
mis dan Gelandangan menjalankan aksinya
di Kota Kuala Tungkal. Berdasarkan latar
belakang di atas, maka rumusan masalah-
nya adalah bagimana kebijakan penanggu-
langan Gelandangan dan Pengemis secara
komprehensif di Kota Kuala Tungkal.
Analisis Kebijakan (Muchlis Hamdi,
2014) pada dasarnya adalah proses untuk
menghasilkan rekomendasi bagi pemeca-
han masalah yang di hadapi masyarakat.
Wahab yang di kutip dalam Syahya Ang-
gara (2011) Analisis kebijakan pada haki-
katnya merupakan suatu kegiatan yang ber-
sifat perspektif dan diskriptif. Sebagai kegi-
atan yang bersifat perspektif, analisis kebi-
jakan seharusnya mampu untuk memecah-
kan masalah-masalah sosial yang timbul.
Sementara itu, sebagai kegiatan yang bersi-
fat deskriptif, analisis kebijakan hanya di-
maksudkan untuk menggambarkan keadaan
masalah, letak masalah, jumlah kadar kepa-
rahan masalah, penyebab timbulnya masa-
lah, & akibat masalah terhadap masyarakat.
Mengacu pada Dunn yang dikutip dalam
Edi Suharto (2012), analisis kebijakan sosi-
al (AKS) adalah ilmu sosial terapan yang
menggunakan berbagai metode penelitian
dan argumentasi untuk menghasilkan infor-
masi yang relevan dalam menganalisis ma-
salah-masalah sosial yang mungkin timbul
akibat diterapkannya suatu kebijakan.
Dwiyanto Indiahono (2017) mendefi-
nisikan analisis kebijakan adalah sebuah
aktifitas yang dilakukan untuk mendampi-
ngi klien dalam menghadapi masalah ter-
tentu, mengenali masalah, mengembangkan
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alternatif kebijakan, menilai dan mempre-
diksi kebijakan serta memberikan rekomen-
dasi kebijakan terbaik untuk menghadapi
masalah yang dihadapi klien tersebut. Me-
nurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008)
evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke da-
lam dua tugas yang berbeda, tugas pertama
adalah untuk menentukan konsekuensi-
konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu

Tabel 1. Indikator Evaluasi Kebijakan

kebijakan dengan cara menggambarkan
dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah
untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
dari suatu kebijakan berdasarkan standar
atau kriteria yang telah ditetapkan sebelum-
nya. Indikator atau kriteria evaluasi yang
dikembangkan oleh Dunn (1994) yang di
kutip dalam subarsono (2009) mencakup
lima indikator sebagai berikut:

NO | KRITERIA PENJELASAN

1 Efektifitas Apakah hasil yang di inginkan telah tercapai

2 Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?

3 Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang
berbeda?

4 Responsivitas | Apakah hasil kebijakan menurut prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan
merekan?

5 Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: Dunn dalam Subarsono 2009,126

Mengevaluasi dampak suatu program
atau kebijakan publik diperlukan adanya
suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan
program atau kebijakan publik tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kebijakan penanggulangan gelandang dan
pengemis di Kota Kuala Tungkal Kabupa-
ten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

METODE

Jenis penelitian adalah deskriptif kua-
litatif. Untuk memperoleh data dan infor-
masi dari orang yang langsung berkaitan
dengan masalah penanganan gelandangan
dan pengemis di Kota Kuala Tungkal yaitu:
Kepala Dinas Sosial Tanjung Jabung Barat,
Bidang Rehabilitasi sosial dan perlindu-
ngan jaminan sosial, Dinas Sosial Tanjung

Jabung Barat, gepeng. Teknik pengumpu-
lan data yang dipergunakan dalam peneli-
tian ini adalah wawancara mendalam
(indepth interview), observasi, dan doku-
mentasi. Analisa data dimulai dengan
mengumpulkan dan merangkum semua
yang diteliti, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.

HASIL

Untuk menilai keberhasilan suatu ke-
bijakan perlu dikembangkan beberapa indi-
kator, karena penggunaan indikator yang
tunggal akan membahayakan, dalam arti
hasil penilaiannya dapat bias dari yang se-
sungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi
yang dikembangkan mencakup lima indi-
kator sebagai berikut:

Tabel 2. Evaluasi Kebijakan Razia Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

No | Kriteria Penjelasan

1 Efektifitas Hasil yang di capai belum maksimal, di sebabkan Gelandangan dan Pengemis di
Kota Kuala Tungkal sebagian besar muncul secara musiman, sehingga pendataan
yang di lakukan Dinas Sosial belum terlaksana dengan baik.

2 Kecukupan Hasil yang dicapai dalam menerapkan kebijakan razia gepeng yaitu masih sangat
terbatas dan belum bisa memecahkan masalah secara baik.

3 Pemerataan Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis belum
bisa teratasi secara menyeluruhnya kebijakan yang di laksanakan.

4 Responsivitas Hasil dari kebijakan hingga saat ini belum dapat memuaskan stakeholders
(pemerintah, gepeng, dan masyarakat)

5 Ketepatan Hasil yang dicapai hingga saat ini belum memberikan manfaat yang luas bagi
gelandangan dan pengemis.
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Berdasarkana hasil wawancara de-
ngan masyarakat, program kebijakan pe-
nanggulangan gelandangan dan pengemis
di kota kuala tungkal tidak di pungkiri
bahwa dalam pelaksanaannya masih sangat
minim, hal ini dapat di lihat dari masih ba-
nyaknya gelandangan dan pengemis. Pada-
hal sudah ada upaya dalam penanggulangan
gepeng, tetapi program tersebut belum bisa
terielasi dengan baik, dan menjangkau se-
mua gepeng yang ada. Dari semua indika-
tor yang penulis paparkan diatas dapat di-
simpulkan kebijakan penanggulangan gela-
ndangan dan penegmis saat ini belum ber-
jalan dengan baik, baik dari segi efektifitas,
kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan
ketepatan. Banyak hal yang perlu di benahi
dalam pelaksanaan kebijakan penanggula-
ngan gelandangan dan pengemis, agar di
masa yang akan datang gelandangan dan
pengemis dapat di kurangi bahkan dihilang-
kan keberadaannya di Kota Kuala Tungkal.

PEMBAHASAN

Efektifitas yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah efektifitas pelaksana-
an kebijakan penanggulangan gelandangan
dan pengemis. Dalam pelaksanaannya be-
lum maksimal, dalam artian kebijakan yang
dilaksanakan penanggulangan gelandangan
dan pengemis masih sangat terbatas dalam
hal merazia gelandangan dan pengemis.
Meski sudah di lakukan razia, na-mun razia
dilakukan tidak secara terus menerus, se-
hingga gepeng masih saja berkeliaran di
tempat-tempat umum. Selain dari itu ge-
peng migran yang berasal dari luar daerah
akan di pulangkan ke daerah masing-ma-
sing, namun dalam pelaksanaannya tidak
ada pengawasan dari pihak Dinas Sosial.
Sehingga gepeng turun di jalan dan kembali
menggepeng. Menurut Winarno (2002):
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat
dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah
dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas me-
muaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan
yang menumbuhkan adanya masalah Kecu-
kupan masih berhubungan dengan efekti-

vitas dengan mengukur atau memprediksi
seberapa jauh alternatif yang ada dapat me-
muaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan
dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kecukupan yang di maksud dalam
penelitian ini adalah kecukupan dalam hal
pelaksanaan kebijakan penanggulangan ge-
landangan dan pengemis. Berdasarkan hasil
wawancara yang di peroleh penulis hasil
yang didapat dalam kebijakan penanggula-
ngan gelandangan dan pengemis masih sa-
ngat terbatas, hal ini disebabkan oleh sulit-
nya pendataan yang di lakukan oleh Pihak
Dinas Sosial terhadap gepeng, pelaksanaan
razia tidak di laksanakan secara terus-me-
nerus yang menyebabkan gepeng tidak bisa
terjaring secara keseluruhan. Menurut
Winarno (2002): Perataan dalam kebijakan
publik dapat dikatakan mempunyai arti
dengan keadilan yang diberikan dan dipero-
leh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesa-
maan (equity) erat berhubungan dengan ra-
sionalitas legal dan sosial dan menunjuk
pada distribusi akibat & usaha antara ke-
lompok-kelompok yang berbeda dalam ma-
syarakat. Kebijakan yang berorientasi pada
perataan adalah kebijakan yang akibatnya
atau usaha secara adil didistribusikan. Sua-
tu program tertentu mungkin dapat efektif,
efisien, dan mencukupi apabila biaya man-
faat merata.

Dalam pelaksanaannya kebijakan
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial belum
bisa tersalurkan secara sepenuhnya, dalam
artian belum bisa menjangkau seluruh ge-
peng yang ada di wilayah Kota Kuala Tu-
ngkal. Hal ini di karenakan masih lemah-
nya pelaksanaan kebijakan, dan pengawa-
san kebijakan yang dilakukan oleh Dinas
Sosial. Responsivitas berkenaan dengan se-
berapa jauh kebijakan dapat memuaskan
kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok
kelompok masyarakat tertentu. Keberhasi-
lan kebijakan dapat dilihat melalui tangga-
pan masyarakat yang menanggapi pelaksa-
naan setelah terlebih dahulu memprediksi
pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan
akan dilaksanakan, juga tanggapan masya-
rakat setelah dampak kebijakan sudah mu-
lai dapat dirasakan dalam bentuk dukung-
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an/berupa penolakan. Kriteria responsivi-
tas adalah penting karena analisis yang da-
pat memuaskan semua kriteria lainnya (e-
fektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan)
masih gagal jika belum menanggapi kebu-
tuhan aktual dari kelompok yang semesti-
nya diuntungkan dari adanya kebijakan. O-
leh karena itu, kriteria responsivitas cermi-
nan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai
dari kelompok tertentu terhadap kriteria
efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesa-
maan.

Responssivitas dalam pelaksanaan
kebijakan penanggulangan gelandangan
dan pengemis di Kota Kuala Tungkal. Ma-
sih belum bisa memuaskan masyarakat se-
cara sepenuhnya, hal ini di buktikan de-
ngan keresahan masyarakat dengan adanya
gelandangan yang masih berkeliaran. Hal
ini juga menunjukan bahwa pelaksanaan
kebijakan belum memberikan dampak yang
memberikan efek jera kepada gelandangan
dan pengemis. Kriteria yang dipakai untuk
menseleksi sejumlah alternatif untuk dija-
dikan rekomendasi dengan menilai apakah
hasil dari alternatif yang direkomen-
dasikan tersebut merupakan pilihan tujuan
yang layak. Kriteria kelayakan dihubung-
kan dengan rasionalitas substantif, karena
kriteria ini menyangkut substansi tujuan
bukan cara atau instrumen untuk mereali-
sasikan tujuan tersebut. Berdasarkan urai-
an di atas maka yang dimaksud dengan e-
valuasi dampak kebijakan yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah suatu penilaian
terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah
diberlakukan oleh organisasi atau pemerin-
tah, dengan cara mengevaluasi aspek-as-
pek dampak kebijakan yang meliputi efek-
tivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, res-
ponsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebi-
jakan tersebut ditinjau dari aspek masya-
rakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Bedasarkan data yang diperoleh dari
Dinas Sosial yakni melalui kabid rehabili-
tasi sosial dan perlindungan jaminan sosi-
al, masih banyak gelandangan yang berke-
liaran di wilayah kota Kuala Tungkal, sela-

in dari itu gepeng juga ada di beberapa wi-
layah pasar sekitar kota Kuala Tungkal.
Penyebab timbulnya gelandangan di Kota
Kuala Tungkal: cacat fisik, masalah kemis-
kinan, masalah keterampilan, pendidikan
rendah, kebebasan dan kesengangan hidup,
dan di suruh orang tua. Kebijakan yang ada
adalah dengan merazia dan pemula-ngan
gelandangan dan pengemis yang ber-asal
dari luar daerah. Dari semua indikator yang
penulis  paparkan dapat disimpulkan
kebijakan penanggulangan gelandangan
dan penegmis saat ini belum berjalan de-
ngan baik, baik dari segi efektifitas, kecu-
kupan, pemerataan, responsivitas, dan ke-
tepatan. Banyak hal yang perlu di benahi
dalam pelaksanaan kebijakan penanggula-
ngan gelandangan dan pengemis, agar di
masa yang akan datang gelandangan dan
pengemis dapat di kurangi bahkan dihi-
langkan keberadaannya di Kota Kuala
Tungkal.
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